
 

 
 

https://consensus.stihpada.ac.id/ 

E-ISSN: 2962-2395 

Volume 2 Nomor 1 Agustus  2023  Page : 9-14 

Alamat Kantor:  

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h. Jl. Sukabangun II) KM. 6,5 No. 1610 

Kelurahan: Sukabangun. Kecamatan: Sukarami, Palembang. 

Telp & Fax: 0711-418873/email: jurnalconsensus@gmail.com  
 

 

9 

JURNAL ILMU HUKUM 

Sosialisasi Kebijakan Pelaku Usaha Yang Memuat Perlindungan Hak 

Ketenagakerjaan Perempuan Terkait Dengan Pelaksanaan  

Penghormatan Hak-Hak Perempuan Di Perusahaan  
 

Nur Aziza, Fitri Yani, Diah Syawitri, 

Muhammad Fajar Fadillah, Riko Anggara Putra 

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda 
 

Abstrak 

Sesuai dengan tujuan undang-undang, pekerja perempuan harus diberikan hak yang sama 

dengan pekerja laki-laki. Ada banyak hal yang perlu diketahui tentang upaya pemerintah 

untuk melindungi pekerja perempuan di tempat kerja dan kebutuhan ekonomi masyarakat. 

Sampai saat ini, banyak pemberi kerja masih belum memenuhi kewajiban perlindungan 

bagi tenaga kerja perempuan, seperti istirahat haid dan melahirkan, istirahat setelah gugur 

kandungan, kesempatan untuk menyusui, dan larangan mempekerjakan perempuan hamil 

dalam kondisi berbahaya, serta kewajiban yang jelas bagi perempuan yang bekerja di 

malam hari. Kemnaker meminta semua pihak untuk memperkuat perlindungan tenaga 

kerja perempuan. untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan sebagai organisasi 

yang berkomitmen untuk menciptakan dunia kerja yang inklusif dengan menghormati 

prinsip kesetaraan. 
 

Kata iKunci: iKetenagakerjaan, iHak-Hak iPerempuan, iPelaku iUsaha. 
 

Abstract 

In accordance with the objectives of the law, female workers must be given the same rights 

as male workers. There's a lot to know about the government's efforts to protect women 

workers in the workplace and society's economic needs. To date, many employers have still 

not fulfilled their obligations to protect the female labour force, such as menstrual and 

childbirth breaks, post-embryonic rest, the opportunity to breastfeed, and the prohibition 

of employing pregnant women in hazardous conditions, as well as clear obligations for 

women working at night. Kemnaker calls on all parties to strengthen the protection of 

women's labour force. to enhance the company's image and reputation as an organization 

committed to creating an inclusive workplace respecting the principle of equality. 
 

Keywords: iEmployment, iWomen’s iRights, iBusiness iActors. 
 

PENDAHULUAN 

Semangat untuk melindungi hak asasi meningkat selama era reformasi. Pihak yang 

tidak diadili, termasuk wanita yang dilecehkan, masih ada.Ada dua jenis perlakuan yang 

tidak adil: diskriminasi gender, yang menyebabkan perbedaan hak kesempatan antara pria 

dan wanita, atau pelecehan fisik. Sumber daya manusia sebagai sumber daya mempunyai 

peran penting dalam proses pembangunan tenaga kerja. Ini karena tenaga kerja berfungsi 

sebagai pilar pembangunan dan tujuan pembangunan nasional, yang menentukan 

kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pembangunan tenaga kerja bertujuan untuk 

meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat, terutama bagi orang-orang di negara-

negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan iketenagakerjaan ibertujuan iuntuk 

imenyediakan ilapangan ikerja ibagi setiap iangkatan ikerja, isehingga idapat imemperoleh 
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pekerjaan idan ipenghidupan iyang layak ibagi ikemanusiaan isesuai idengan iPasal i27 

ayat i(2) iUndang-undang iDasar 1945 idan imerupakan iciri idari isistem iekonomi 

kerakyatan. Berdasarkan kebijakan tersebut, salah satu tujuan dari pelaksanaan program 

perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja adalah untuk meningkatkan 

kesadaran penegakan hukum tentang pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, termasuk 

jaminan kerja, mencegah diskriminasi terhadap perempuan, dan memastikan bahwa 

perempuan menerima manfaat ekonomi langsung, seperti upah. Ini berarti bahwa semua 

pekerja, baik pria maupun wanita, memiliki kesempatan di bidang ketenagakerjaan. Dalam 

situasi, tempat, dan waktu tertentu, undang-undang memberikan kesempatan kepada tenaga 

kerja wanita untuk menolak pekerjaan. Pembatasan ini terkait dengan keadaan wanita, 

yang berbeda dari pria secara ikodrati. Pada dasarnya, wanita tidak dilarang melakukan 

pekerjaan; sebaliknya, mereka dilarang karena ibadannya lemah dan penting untuk 

menjaga kesehatan dan kehormatan. Pekerjaan yang diberikan kepada wanita harus sesuai 

dengan sifat alami wanita, seperti luwes, lemah lembut, itelaten, sabar, dan menarik, selain 

sifat lain yang terkait dengan wanita. Contoh pekerjaan wanita adalah sekretaris, penjahit, 

produsen pakaian, perawat kesehatan, dan lainnya. Perawatan masalah tenaga kerja 

berkonsentrasi pada penempatan. Karena Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di 

dunia, tempat pekerjaan juga harus disesuaikan. Prinsip penempatan tenaga kerja wanita di 

perusahaan adalah bahwa setiap tenaga kerja wanita memiliki kesempatan untuk memilih, 

mendapatkan, atau ipindah pekerjaan atau memperoleh keuntungan dalam suatu 

perusahaan berdasarkan kemampuan dan keahlian mereka. Ingatlah bahwa wanita kritis, 

lemah lembut, dan terkadang lemah. Jika pengusaha ingin mempekerjakan wanita, mereka 

harus tahu bagaimana mempekerjakannya. Jika mereka mempekerjakannya untuk 

pekerjaan tertentu, mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati bahwa wanita 

memiliki karakteristik khusus: 

1. Para iwanita iumumnya ibertenaga ilemah, ihalus itetapi itekun; 

2. Norma-norma isusila iharus idiutamakan iagar itenaga ikerja iwanitan 

tersebut itidak iterpengaruh ioleh iperbuatan-perbuatan inegatif idari itenaga 

ikerja ilawan ijenisnya, iterutama ikalau idipekerjakan ipada imalam ihari; 

3. Para itenaga ikerja iitu iumumnya imengerjakan ipekerjaan-pekerjaan ihalus 

isesuai idengan isifat idan itenaganya; 

4. Para itenaga ikerja iwanita iada iyang imasih igadis iada ipula iyang itelah 

ibersuami iatau iberkeluarga iyang idengan isendirinya imempunyai ibeban-

beban irumah itangga iyang iharus idilaksanakannya ijuga.  

Wanita yang berumur di bawah 18 tahun dilarang bekerja antara jam 23.00 dan 

07.00. Selain itu, pengusaha dilarang mempekerjakan wanita hamil antara jam 23.00 dan 

07.00 karena menurut keterangan dokter itu berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan ibu 

dan anak. iKhusus ibagi ipekerja iwanita imendapat iperlindungan sebagai iberikut (Husni, 

2003): 

1. Jika idalam imasa ihaid imerasakan isakit idan imemberitahukan ikepada 

ipengusaha, itidak iwajib ibekerja ipada ihari ipertama idan ikedua iwaktu 

ihaid;
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2. Pekerja iperempuan iberhak imemperoleh iistirahat iselama i1,5 ibulan 

isebelum isaatnya imelahirkan ianak idan i1,5 ibulan isesudah imelahirkan 

imenurut iperhitungan idokter ikandungan iatau ibidan.  

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang 

Nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 100 tahun 1953 tentang 

Pengupahan bagi tenaga kerja wanita dan pria untuk pekerjaan, dan Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah undang-undang lainnya. Setelah 

mengadopsi konvensi ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 1989 tentang Larangan PHK 

terhadap wanita yang menikah, hamil, atau menyusuiPihak yang berwenang harus 

mengawasinya. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan umum tentang kesehatan, 

keselamatan, dan hak reproduksi perempuan pekerja diterapkan dengan sebaik-baiknya 

untuk mengawasi dan memenuhi tanggung jawab mereka. Dan bagian pengawasan 

ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan. Berdasarkan konteks yang disebutkan di atas, fokus utama dari penelitian ini 

adalah perlindungan hukum terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak reproduksi wanita. 

Kendala iapa yang idihadapi idalam ipelaksanaaan iperlindungan iterhadap ikeselamatan, 

Kesehatan dan ihak-hak ireproduksi itenaga ikerja iwanita (Djakaria, 2018:1). 
 

METODE iPENELITIAN i 

 Metode penelitian hukum ini menggunakan fakta empiris untuk mengontrol 

perilaku manusia, baik verbal yang diperoleh dari wawancara maupun inyata yang 

diperoleh melalui pengamatan langsung. 
 

PEMBAHASAN 

 Perusahaan memberikan insentif untuk kehadiran, pelaksanaan, dan kinerja untuk 

mengurangi kehilangan karyawan. Ini berarti bahwa insentif apa pun yang diberikan 

kepada karyawan jika mereka tidak bekerja, bahkan hanya dalam jangka waktu tertentu, 

akan secara otomatis dibatalkan dengan alasan yang jelas. Ini terjadi jika insentif diberikan 

kepada wanita. Karena proses birokrasi yang panjang, pekerja wanita belum pernah 

memanfaatkan hak cuti ipara dan pekerja. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wanita 

diberhentikan atau dipecat dari pekerjaan karena menikah atau hamil. Industri yang 

mempekerjakan wanita juga berkontribusi pada pelanggaran menikah. Wanita yang belum 

menikah dipekerjakan untuk membantu mengelola fasilitas saat ini. Akibatnya, penelitian 

ini bertujuan untuk menggabungkan kebijakan dan upaya saya untuk melindungi 

perempuan dalam pekerjaan dan menghormati hak-hak perempuan di perusahaan (BUMD 

dan swasta). Tujuan dari penelitian ini adalah agar perusahaan dapat mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan: 

1) Dari ipenjelasan inarasumber idapat idisimpulkan ibahwa: 

a.  Masih iadanya ikebijakan idan iperaturan iperundang-undangan iyang 

idiskriminatif iterhadap iperempuan, ibaik iitu iditingkat idaerah imaupun 

iditingkat inasional
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b.  Minimnya iupaya ipemenuhan idan iperlindungan idan ipenghormatan ihak-

hak iperempuan idalam ikegiatan idan ipeluangiusaha ibaik ioleh ibadan 

iusaha imilik inegarai/daerah imaupun ipihak iswasta  

c. Ketenagakerjaan iperempuan iberhak iatas ipemenuhan iperlindungan idan 

ipenghormatan ihak-haknya idalam ibekerja ioleh ikarena iitu isangat 

ipentingnyaipenyusunan ikebijakan ioleh ipelaku iusaha idan 

iimplementasinya isesuai idengan iperaturan iperundang-undangan. 

d. Faktor ipenting idalam ipemenuhan iperlindungan idan ipenghormatan ihak 

iketenagakerjaan iperempuan iadalah ikeseriusan idan iimplementasi 

ipelaksanaanya. Tugas ikita iselanjutnya iadalah imemastikan ibahwa ipelaku 

iusaha idapat imelaksanakan  ipemenuhan iperlindungan idan ipenghormatan 

ihak iketenagakerjaan iperempuan idapat iterpenuhi idan idirasakan 

imanfaatnya. 

2) Diakhir iacara iditekankan ikepada ipihak iperusahaan iuntuk idapat 

imengimplementasikan ihasil ihasil isosialisasi iditempat ikerja imasing-masing 

isehingga perlindungan idan ipenghormatan iterhadap ihak iketenagakerjaan 

iperempuan idapat iterpenuhi idan idirasakan imanfaatnya. 

Peran igender iterhadap iprinsip ikesetaraan igender iditempat ikerja: 

a. Kesetaraan igender, iatau ikesetaraan iantara ilaki-laki idan iperempuan, 

imengacu ipada ipemenuhan ihak-hak ikesempatan idan iperlakuan iyang 

iadil ioleh ilaki-laki idan iperempuan idari isemmua ikelompok iumur 

idisegala itahapan ikehidupan idan ipekerjaan. 

b. Kesetaraan igender iberarti ibahwa isemua imanusia ibebas imengembangkan 

ikemampuan ipribadi imereka idan imemilih itanpa idibatasi ioleh istereotip 

idan iprasangka i itentang iperan igender iatau ikarakteristik ilaki-laki idan 

iperempuan. 

c. Kesetaraan igender itidak iberarti ibahwa ilaki-laki idan iperempuan iadalah 

isama, iataua itelah imenjadi isama, itapi ihak-hak itanggung ijawab, istatus 

isocial idan iakses ike isumberdaya imereka itidak itergantung idari igender 

imereka. 

Standar iHAM iinternasional itentang ikesetaraan igender: 

a. Konversi itentang ipenghapusan isegala ibentuk idiskriminasi iterhadap 

iperempuan i(CEDAW) i1979 

b. Status ihukum idan ihak-hak ipolitik iyang isama iuntuk iperempuan 

c. Kesetaraan ipenuh idibidang isipil idan iekonomi ihak-hak ireproduktif 

d. Penghapusan isegala ihambatan iberbasis istereotip, norma idan ikebiasaan 

itradisional 

e. Deklarasi iuniversal itentang iHAM i1948 

f. Kovenan iinternasional itentang ihak-hak iekonomi, isocial idan ibudaya 

i1966 

g. Kovenan iinternasional itentang ihak-hak isipil idan ipolitik, i196 

 i i i iStandar iperburuan iinternasional itentang igender:
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a. Konvensi iILO iNomor 100 itahun i1950 itentang iupah iyang iadil. iUpah 

iyang iadil iuntuk ipekerjaan iyang isetara inilainya. 

b. Konvensi iILO inomor i111 tahun i1958 itentang iDiskriminasi (dalam ihal 

ipekerjaan idan ijabatan). 

c. Kesempatan ikerja iyang iadil idalam isemua itahapan isiklus ipekerjaan. 

d. iStandar iperburuan iinternasional iyang imelidungi iibu idan ipekerja iyang 

imemiliki itanggung ijawab ikeluarga: 

1. Konvensi iILO inomor i183 itahun i2000 itentang iperlindungan ipersalinan i 

a. Cuti ipersalinan, itunjangan ipersalinan. 

b. Non-diskriminasi, perlindungan dari ipemecatan i 

c. Perlindungan iKesehatan iibu idan ianak 

2. Konvensi iILO inomor 156 itahun i1981 itentang ipekerja iyang imemiliki 

itanggung jawab keluarga i 

Berlaku iuntuk ilaki-laki idan iperempuan 

a. Tidak diskriminasi terhadap karyawan yang memiliki tanggung jawab 

keluarga di tempat kerja mereka. 

b. Layanan dan fasilitas dan bantuan, seperti pengasuh anak dan layanan 

keluarga. Setelah menikah, orang dapat memilih untuk melakukan tugasnya 

sebagai ibu di rumah tangga (peran domestik) atau sebagai pekerja di luar 

rumah (peran publik). 

Secara umum, orang tumbuh dan berkembang di Indonesia secara sosial dan budaya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tugas utama dalam rumah tangga, 

yaitu: 

1. Sebagai iistri, isupaya idapat imendampingi isuami isebagai ikekasih idan isahabat 

iuntuk iBersama membimbing ikeluarga iyang iBahagia. 

2. Sebagai pendidik, iuntuk imembina igenerasi imuda isupaya ianak-anak idibekali 

ikekuatan irohani maupun ijasmani iyang iberguna ibagi inusa idan ibangsa. 

3. Sebagai iibu irumah itangga, isupaya imempunyai itempat iaman idan iteratur 

ibagi iseluruh ianggota ikeluarga.  

 i i i iMenurut ipenelitian ikuantitatif iyang idilakukan ipada i60.799 iwanita imenunjukkan 

ibahwa iibu iyang itidak ibekerja iatau ifull-time ihousewife ilebih ibanyak imengalami 

iemosi inegative idibandingkan idengan iibu iyang ibekerja: 

a. Persentase iibu iyang itidak ibekerja imengalami i41% ikecemasan, isementara 

iibu iyang ibekerja ihanya i34%. 

b. Dengan istress ijuga iterjadi idengan ipersentase i50% ipada iibu iyang itidak 

ibekerja, isementara i48% iuntuk iibu iyang ibekerja. 

c.    Ditunjukan ikemarahan iditemukan pada i19% iibu irumah itangga inamun 

ihanya i14% ipada iibu iyang ibekerja 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang tidak bekerja lebih cenderung 

merepresi daripada wanita yang bekerja. Dasar penyelenggaraan kegiatan sosial, kebijakan 

sosial, dan usaha saya bertujuan untuk melindungi perempuan dari pekerjaan dan 

menghormati hak-hak perempuan di perusahaan ini: 

1. Undang-undang iNomor i13 itahun i2003 itentang iketanakerjaan.
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2. Peraturan ipresiden inomor i53 itahun i2021 itentang irencana iaksi inasional 

ihak iasasi imanusia i2021-2025. 

 Tidak ada perlindungan yang cukup untuk pekerja perempuan. Ketua Komite 

Perempuan Industri All Indonesia Council, Lilis Mahmudah, mengatakan bahwa 

pemerintah tidak melaksanakan Konvensi ILO Nomor 183 tentang Perlindungan 

Maternitas, yang menurutnya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja 

perempuan. Misalnya, hak cuti untuk ibu hamil yang telah bekerja selama minimal 14 

pekan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya 

memberikan cuti melahirkan 12 pekan. Sebuah survei menemukan bahwa prosedur 

perusahaan yang kompleks menghalangi pekerja perempuan untuk mengambil cuti haid. 

terutama yang harus melalui tahap "pemeriksaan" perusahaan. “Ujungnya mereka tidak 

menggunakan hak cuti haidnya,” tutur Lilis (https://www.hukumonline.com). 
 

KESIMPULAN 

 Ini berarti bahwa jika seorang pekerja tidak bekerja, bahkan hanya dalam satu hari, 

insentif akan secara otomatis dihilangkan, dengan alasan yang jelas. Jika pekerja tidak 

dapat memenuhi tujuan pekerjaannya dalam satu hari, insentif tidak akan diberikan. 

Insentif ini memaksa wanita untuk bekerja lebih lama untuk memenuhi syarat. 
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